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1. Latar Belakang

Sistem Pemilihan langsung telah diadopsi sebagai skema suksesi
kepemimpinan di Indonesia. Skema ini merupakan aplikasi dari prinsip demokrasi
yang telah disepakati dalam konstitusi. Pemilihan langsung sangat diilhami oleh
praktik demokrasi prosedural yang telah lama berkembang dalam keilmuan politik.
Schumpeter' menjelaskan bahwa demokrasi prosedural memiliki tiga fungsi utama
yakni metode untuk memilih pemimpin, metode untuk mengganti pemerintahan, dan
metode yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk merefleksikan sikap
politiknya. Pemilihan langsung sebagai bagian dari demokrasi prosedural
merupakan pengejawantahan atas konsep tersebut yang kini juga turut diadopsi
sampai ke level Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Kurotomo? penyelenggaraan
Pilkada langsung di Indonesia merupakan bagian dari proses demokratisasi yang
tengah berjalan di Indonesia.

Hadirnya Pilkada sebagai demokrasi prosedural di Indonesia sebenarnya
membawa dua mata koin. Jalannya Pilkada langsung dapat menjadi sebuah angin
segar bagi kehidupan suatu bangsa, namun di sisi lain demokrasi prosedural yang
menitikberatkan pada penyelenggaraan Pilkada langsung juga membawa paradoks
dengan banyaknya dampak yang memperumit sistem ketatanegaraan®. Dalam
salah satu tulisannya pada tahun 2000, Harold Crouch menyampaikan bahwa
terdapat kemungkinan demokratisasi justru memantik disintegrasi apabila tidak
melihat konteks lokal di tengah masyarakat.# Apalagi jika demokrasi yang dibawa
hanya mengedepankan aspek uniformity atau penyamarataan yang sangat
prosedural. Di tengah masyarakat multikultur proses demokratisasi akan lebih

menantang karena harus mengakomodasi lebih banyak keberagaman. Hal ini akan
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kontraproduktif terutama terhadap negara seperti Indonesia yang sangat beragam
suku, etnis, dan agamanya. Kondisi ini dalam kategorisasi yang dikeluarkan oleh
Conflict Assessment Framework (CAF) 2.0%5 masuk dalam kategori fragile state
atau negara yang rawan dan mudah sekali pecah karena sentimen perbedaan.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada akan menjadi fokus kajian dalam
Taskap ini. Pilkada sejatinya bukan sekedar ajang memilih figur pemimpin, namun
sebuah ruang untuk terselenggaranya suksesi kepemimpinan. Sayangnya pilkada
yang belum menemukan bentuk ideal justru membuat masalah karena hanya
menghasilkan pemimpin daerah yang populis dan tidak mampu menjadi
administrator pembangunan di daerah.® Setidaknya terdapat tiga macam model
Pilkada yang pernah digelar di Indonesia, yakni pilkada tidak langsung, langsung,
dan asimetris. Pertama, Pilkada langsung sebagai format pemilihan yang sampai
saat ini masih diterapkan di Indonesia. Kedua, Pilkada tidak langsung di mana
masyarakat tidak ikut memilih kandidat secara langsung, sehingga dalam skema ini
politik uang dapat dikanalisasi dan biaya politik dapat ditekan. Terakhir, Pilkada
asimetris merupakan skema Pilkada alternatif yang tidak menyamaratakan skema
antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga Pilkada dapat disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Sayangnya, Pilkada Asimetris belum dapat
dilakukan secara prosedural dalam tahapan Pilkada. Hingga saat ini asminetris
dalam pilkada hanya di terapkan dalam administrasi pilkada yakni pada Istimewa
Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk itu perlu digalakkan Pilkada
asimteris sebagai salah satu upaya dalam menata ulang kembali sistem Pilkada di
Indonesia.

Penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung pernah dilakukan pada era
pemerintahan Orde Baru. Pelaksanaannya mengacu pada UU Nomor 5 Tahun
1974. Dalam praktiknya, kepala daerah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD, hasil
pemilihan lantas diajukan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan dan dilantik.
Selain dianggap tidak demokratis, terdapat sejumlah kelemahan lain dari format ini,
yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai pemegang hak suara

Pilkada, dan pemilihan tidak langsung dinilai menyuburkan oligarki. Hal ini
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dikarenakan pemilihan tidak langsung akan lebih terkonsentrasi dan dikuasai oleh
segelintir orang.” Oleh karena itu, evaluasi mendasar atas Pilkada tidak langsung
patut dilakukan apabila nantinya menjadi opsi dalam sistem asimetris.

Tahun 2000, MPR RI melakukan amandemen kedua yang menghasilkan
pasal 22E ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Disusul kemudian oleh amandemen
ketiga tahun 2001 yang memasukkan pasal 18 ayat (4) yang menyatakan gubernur,
bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Tindak lanjut dari amandemen pasal
18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah dan DPR menyusun
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur
Pilkkada dilakukan secara langsung. Pengertian dipilih secara langsung dalam
Undang-Undang tersebut dipengaruhi oleh semangat Pilpres langsung berdasarkan
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden Langsung. Padahal, pengertian
dipilih secara demokratis berdasarkan pasal 18 ayat (4) tidak serta-merta
mengharuskan Pilkada diselenggarakan melalui pemilihan secara langsung oleh
rakyat.

Pelaksanaan Pilkada langsung menimbulkan banyak polemik. Salah satu
permasalahan yang ditimbulkan adalah pembiayaan yang fantastis.® Pembiayaan
yang sangat tinggi tersebut tidak diprediksikan sebelumnya pada saat pembahasan
kebijakan terkait Pilkada langsung. Biaya yang tinggi ini harus dikeluarkan, baik oleh
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pilkada, maupun oleh kontestan
Pilkada. Sebagai gambaran, pada Pilkada serentak yang digelar pada tahun 2020,
sebanyak Rp20,49 triliun dikeluarkan untuk membiayai 270 daerah yang
menyelenggarakan Pilkada.®

Kemudian, maraknya praktik money politic dalam penyelenggaraan Pilkada
langsung.'® Politik uang dalam Pilkada merupakan masalah sistemik karena terbukti

merusak mental dan moral pemilih. Para konstituen yang seharusnya menilai
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kandidat berdasarkan visi dan misi, cenderung bergeser menjadi berapa banyak
uang yang diterima dari masing-masing kandidat. Di samping politik uang, korupsi
juga menambah torehan buruk Pilkada langsung. Berdasarkan data yang dihimpun
oleh KPK, sejak tahun 2005 sampai saat ini telah terdapat setidaknya 429 kepala
daerah yang terjerat korupsi, 124 di antaranya ditangani oleh KPK."

Adanya konflik kepentingan selama gelaran Pilkada juga kerap menimbulkan
perpecahan. Sentimen-sentimen yang rawan menimbulkan perpecahan seperti
suku, ras, dan agama telah dieksploitasi sebagai senjata memenangkan
kontestasi.'? Polarisasi masyarakat di beberapa daerah saat ini tidak lepas dari
ekses Pilkada langsung. Adanya keterbelahan di tengah masyarakat menjadi bukti
lain bahwa Pilkada diselenggarakan secara langsung perlu dievaluasi dan
diperbaiki.

Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat menjadi satu tantangan
tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Saat ini, berdasarkan data
yang dirilis oleh BPS (2020) tingkat pendidikan masyarakat Indonesia didominasi
oleh lulusan SMP sebanyak 65%.'3 Dampaknya, proses penyampaian program dan
visi-misi kandidat dalam Pilkada akan semakin berat untuk dicerna masyarakat.
Ditambah lagi dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang
sampai saat ini masih di angka $4,100.00 atau masuk dalam kategori middle
income. Pernyataan Boediono dalam pidato pengukuhan Guru Besar UGM tahun
2007 layak disimak. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 menyatakan bahwa
demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila pendapatan perkapita suatu
negara masih ada di bawah $6,600.00 sebagai batas kritis demokrasi.'* Batas kritis
ini memakai perhitungan yang ditemukan oleh Przeworski dan Limongi'® yang
menghitung keberlanjutan sistem demokrasi dengan mempertimbangkan

pertumbuhan perekonomian.
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Berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan Pilkada langsung
secara nyata telah mengganggu ketahanan nasional Indonesia. Hal ini dapat
diketahui dari ragam ancaman yang telah menyentuh delapan gatra dalam konsepsi
ketahanan nasional Indonesia. Berbagai ancaman tersebut seperti ancaman atas
trigatra, yakni SDM (sumberdaya manusia), geografis, dan SDA (sumberdaya alam)
yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh mayoritas pemimpin daerah hasil
Pilkada. Hal tersebut disebabkan tersanderanya kepala daerah oleh para bohir yang
mendanainyaselama proses Pilkada langsung. Demikian juga terhadap lima gatra,
yakni ideologi, sosial-budaya, hankam, ekonomi, dan politik yang mengalami krisis
akibat proses demokrasi yang buruk. Hadirnya bohir atau pemodal dalam Pilkada
juga menambah rentetan ancaman dalam gatra alamiah (Trigatra). Kebanyakan
pemodal berinvestasi kepada kontestan Pemilu dengan harapan mendapatkan
imbalan berupa perizinan dan konsesi atas lahan'®.

Banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada mulai dari biaya politik
yang mahal, munculnya fenomena mahar politik, maraknya politikk uang,
penggunaan politik identitas yang mendorong segregasi di tengah masyarakat,
hingga belum siapnya Indonesia secara ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya
dalam mengelar Pilkada langsung telah merusak tujuan dari Pilkada sebagai ajang
suksesi kepemimpinan nasional. Rusaknya suksesi kepemimpinan tersebut
membuat daerah kehilangan sosok administrator pembangunan dalam mengelola
daerah menuju kemajuan yang diharapkan, sebaliknya fenomena ini justru merusak
ketahanan nasional dari level daerah dengan sangat fundamental. Ketiadaan
administrator pembangunan di daerah telah membuat pembangunan dan
pengelolaan sumber daya daerah baik sumber daya alamiah maupun sumber daya
demografi menjadi terabaikan. Hal ini banyak tercermin dari lambatnya
pembangunan di daerah dalam mengembangkan sumber daya manusianya.
Banyak daerah yang seakan jalan di tempat jika diukur dalam standar indeks
pembangunan manusia. Padahal Indonesia sebagai negara dengan kekuatan
demografi yang besar harusnya mampu mengembangkan dan memajukan

kesejahteraan rakyat yang dimulai dari pembangunan demografi di tingkat daerah.
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Kerusakan sistemik akibat hilangnya ruh suksesi kepemimpinan dalam
Pilkada membuat sebuah kondisi dimana diperlukan sebuah penataan ulang sistem
Pilkada demi menjamin terpenuhinya hak demokrasi rakyat dan memperkuat
ketahanan nasional. Tatanan sistem baru ini diharapkan dapat menjamin
terselenggarakannya demokrasi yang mapan dan terwujudnya stabilitas politik.
Salah satu pilihan yang paling memungkinkan dalam rangka memperkuat
ketahanan nasional di Indonesia adalah diberlakukannya Pilkada asimetris di mana
bagi daerah yang memiliki tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya yang
sudah cukup mapan diperbolehkan menyelenggarakan pilkada langsung.

Penyelenggaraan Pilkada asimetris berpijak pada persyaratan kesiapan suatu
daerah untuk menyelenggarakan Pilkada, maka hal penting yang harus ditetapkan
adalah kondisi-kondisi empiris suatu daerah yang dianggap siap untuk melakukan
Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung. Hal inilah yang menjadi pertanyaan
utama yang akan dijawab dalam Taskap ini. Dengan kata lain, uraian penjelasan
dalam Taskap ini dapat menjawab pertanyaan, seperti apa kriteria suatu daerah
dianggap cukup dewasa dalam melaksanakan proses demokrasi elektoral Pilkada
langsung. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan melahirkan Indeks Kedewasaan
Demokrasi (IKD), yang selanjutnya digunakan untuk mengelaborasi mekanisme

Pilkada asimetris yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Demokrasi Pancasila.

2. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang yang diuraikan di atas dapatdirumuskan
beberapa persoalan pokok sebagai alasan utama yang mendukung judul Taskap
ini. Pertama, persoalan Pilkada di Indonesia yang sampai saat ini belum
menemukan bentuk ideal. Kedua, Pilkada yang diselenggarakan secara langsung
tidak secara baik mengaktualisasikan esensi Demokrasi Pancasila. Ketiga, Pilkada
langsung yang selama ini berlaku membawa banyak persoalan seperti politik uang,
biaya tinggi, dan korupsi kepala daerah. Masalah-masalah dari diselenggarakannya
Pilkada langsung membawa dampak dan konsekuensi bagi Ketahanan Nasional,
khususnya pada gatra politik.

Berdasarkan pokok-pokok persoalan utama yang menjadi latar belakang
Taskap ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan. Berikut

adalah rumusan masalah dalam Taskap ini:
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Bagaimana kriteria kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan Pilkada
langsung, dan penentuan validitas kriteria tersebut dalam mengukur
tingkat kedewasaan suatu daerah menjalankan Pilkada langsung?

Bagaimana model Pilkada asimetris yang mampu memperkuat

Ketahanan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas,

Taskap ini akan melakukan pengkajian mengenai Pilkada di Indonesia dan

keterkaitannya dengan Ketahanan Nasional. Tujuan yang ingin dicapai dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a.

Menentukan kriteria kelayakan suatu daerah untuk menyelenggarakan
Pilkada langsung melalui asesmen indeks kedewasaan demokrasi.
Menguji validitas indeks kedewasaan demokrasi untuk mengukur
kedewasaan demokrasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menyusun model Pilkada asimetris yang mampu memperkuat ketahanan

nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a.

Ruang Lingkup. Penulisan Taskap ini akan dibatasi pada kajian atas
gagasan skema Pilkada asimetris dan dampaknya terhadap Ketahanan
Nasional. Pilkada asimetris merujuk pada evaluasi dan pertimbangan
atas kondisi yang ada dan mempengaruhi Ketahanan Nasional, meliputi
praktik penyelenggaraan Pilkada langsung dan demokrasi langsung di
Indonesia, serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Berkaitan
dengan hal tersebut, perlu dirancang sebuah indeks untuk mengukur
kedewasaan demokrasi dan menjadi ukuran dalam penyelenggaraan
Pilkada asimetris, sehingga akan diperoleh sebuah skema baru dalam
Pilkada sebagai alternatif memperkuat Ketahanan Nasional.

Sistematika. Sistematika penulisan Taskap terdiri atas empat bab.
Adapun sistematika dalam penulisan naskabh ini disusun sebagai berikut.
1)  Bab I: Pendahuluan. Bab pendahuluan tersusun atas uraian latar

belakang yakni permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat
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Pilkada langsung yang diselenggarakan di Indonesia. Selain itu, di
dalam Bab | juga akan tertuang rumusan masalah, maksud dan
tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan,
serta pengertian-pengertian.

2) Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang
berkaitan dengan kumpulan teori dan data yang akan menjadi
sumber rujukan dalam melakukan analisis. Sumber rujukan
tersebut berupa peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis,
data dan fakta, dan pengaruh perkembangan lingkungan strategis
dalam penyelenggaraan Pilkada langsung.

3) Bab lll: Pembahasan. Bab ini berisi elaborasi dan pembahasan atas
pertanyaan kajian dan rumusan masalah. Pembahasan dilakukan
melalui pengujian dan penelusuran berdasarkan data/fakta yang
telah dikumpulkan dalam Bab Il hingga ditemukan sebuah sintesa.

4) Bab IV: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan
rekomendasi yang telah didapatkan dari hasil analisis pada
pembahasan. Kesimpulan dan rekomendasi yang disusun
merupakan telaah atas data, fakta, teori, dari pembahasan yang

dilakukan pada bab-bab sebelumnya

5. Metode dan Pendekatan

1) Metode.

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan mix method yang
memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Melalui pendekatan
mix method sumber data kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan secara
beriringan'”. Konteks Taskap lebih menitikberatkan pada analisis kuantitatif
melalui penyusunan indeks kedewasaan demokrasi, sedangkan analisis
kualitatif akan digunakan dalam rangka menguraikan Pilkada dalam kerangka
Ketahanan Nasional.

Beberapa pertimbangan pokok atas pemilihan mix method dapat

diuraikan sebagai berikut: Pertama, penyusunan rancang bangun indeks

7 Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In Handbook of
educational policy (pp. 455-472). Academic Press.
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kedewasaan demokrasi menggunakan analisis kuantitatif dengan melibatkan
beberapa indikator dan angka sebagai ukuran untuk selanjutnya disatukan
sebagai kerangka indeks. Kemudian, analisis kualitatif digunakan dalam
rangka mencari akar persoalan terdalam dari sistem Pilkada langsung yang
selama ini diselenggarakan di Indonesia. Analisis kualitatif sangat diperlukan
dalam mencari pemahaman yang bersifat tersurat dan verstehen’®. Analisis
kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan dalam Taskap ini, karena
diyakini bahwa pendekatan mix method dengan jenis konkuren sangat relevan
dalam merumuskan pencapaian tujuan Taskap ini.
2) Pendekatan

Dalam penulisan Taskap ini digunakan pendekatan multidisiplin ilmu
yang bertujuan untuk mengkaji topik Taskap secara lebih komprehensif.
Beberapa cabang keilmuan yang digunakan dalam Taskap ini di antaranya
adalah, ilmu politik, administrasi negara, statistika sosial, dan Ketahanan
Nasional. Selain itu, perspektif Ketahanan Nasional khususnya dalam gatra
politik akan menjadi pisau analisis pembahasan, melalui uraian kondisi Pilkada
terkini dengan indikator yang terdapat pada gatra politik. Selain itu, ide tentang
Pilkada asimetris juga akan diuraikan dalam kerangka gatra politik untuk
mencermati potensi usulan dalam memperkuat ketahanan nasional, dan
selanjutnya dapat memberikan pemikiran atas penataan ulang sistem Pilkada
dengan skema asimetris yang mampu mewujudkan kehidupan demokrasi

yang lebih baik di Indonesia.

Pengertian

Dalam tulisan ini terdapat beberapa istilah-istilah teknis yang akan digunakan.

Beberapa istilah tersebut merupakan istilah yang erat kaitannya dengan topik

Taskap yakni seputar Demokrasi langsung dan Pilkada. Berikut merupakan

beberapa istilah penting yang digunakan dalam Taskap ini:

a. Pilkada: Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pilkada merupakan akronim dari

8 Bustamante, J. A. (2017). Max Weber Revisited the Verstehen of Migration through qualitative
research. Migraciones internacionales, 9(1), 43-67.
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pemilihan kepala daerah yang merujuk pada sistem pemilihan pemimpin
di tingkat kabupaten-kota hingga provinsi di Indonesia.

Indeks Kedewasaan Demokrasi: merupakan indeks yang akan
dikembangkan dalam rangka mengukur kesiapan suatu daerah dalam
penyelenggaraan Pilkada. Indeks ini diharapkan dapat menjadi salah
satu indikator dalam penyelenggaraan Pilkada asimetris (Admojo, dkk,
2021).

Pilkada Asimetris: merupakan salah satu pendekatan dalam sistem
Pilkada yang memberikan kriteria khusus dan variatif kepada setiap
daerah sesuai dengan kondisi keberagaman serta kebutuhan masing-
masing daerah. Pilihan skema Pilkada asimetris ditentukan oleh besaran
nilai IKD (indeks kedewasaan demokrasi) pada masing-masing daerah)
(Nuryanti, S, 2015).

Kerawanan Pemilu: merupakan segala hal yang menimbulkan
gangguan atau menghambat proses Pilkada yang demokratis. Beberapa
variabel berkaitan dengan kerawanan pemilu yang digunakan dalam
penyusunan IKD yakni variabel keamanan, netralitas penyelenggara
pemilu, profesionalitas penyelenggara negara, politik uang, akurasi data
pemilih, isu hoax SARA dan ujaran kebencian, serta partisipasi pemilih
(Bawaslu, 2020).

Ketahanan Nasional: merupakan ketangguhan dan kemampuan untuk
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk
ancaman yang membahayakan integritas, identitas, serta perjuangan
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Beberapa variabel
berkaitan dengan Ketahanan Nasional, khususnya pada gatra politik,
juga akan dimasukkan dalam pengembangan IKD yakni variabel
kapasitas pemerintah, hubungan pusat-daerah, antardaerah, dan

keterwakilan (Lemhannas, 2020).
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